
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang 

mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus 

Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di sebagian besar 

negara – negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, 

Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi Virus Covid-19, tak 

tanggung-tanggung sejak awal diumumkannya kasus Covid-19 pada awal Maret 

2020 sampai dengan 10 Juli 2020 kasus penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus 

mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang didapat pertanggal 10 Juli 

2020 kasus penduduk Indonesia yang terinfeksi sebanyak 72.347 positif, 33.529 

pasien sembuh, dan 3.469 pasien meninggal dunia (covid19.go.id., 2020). 

Meluasnya penyebaran Covid-19 mengakibatkan berbagai upaya tindakan 

pencegahan seperti membatasi aktivitas masyarakat yang pada akhirnya 

menurunnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2020. 

Perekonomian global akibat dari pandemi Covid-19 juga berdampak. Prediksi-

prediksi ekonomi tentang dampak pandemi Covid-19 sangat mengkhawatirkan 

masyarakat di dunia (Iskandar et all., 2020).  

Banyaknya penduduk yang terinfeksi virus Covid-19 ini membuat 

pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan 

persebaran virus tersebut, salah satunya melalui kebijakan social distancing atau 

menjaga jarak social hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang diterapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dampak 
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kebijakan yang diterapkan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 tersebut 

membawa pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai macam sektor, 

khususnya sektor yang sangat berpengaruh yaitu sektor ekonomi baik di pusat 

maupun di daerah. Beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 melambat dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Pada triwulan keempat tahun 2019 realisasi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mecapai 4,97% dan pertumbuhan ekonomi 

pada triwulan pertama tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu 

hanya mencapai 2,97%. Pelemahan kinerja pertumbuhan ekonomi domestic 

tersebut berdampak pada meningkatnya beban APBN seiring dengan 

meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut 

membuat defisit APBN semakin melebar, disebabkan turunnya pendapatan 

negara. Kondisi pada akhir triwulan I tahun 2020 pertumbuhan sektor 

perpajakan melambat sebesar 0,02% dibandingkan dengan periode yang sama 

pada tahun sebelumnya (PPN/Bappenas, 2020). 

Pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan berbagai efek pada sisi-sisi 

strategis kehidupan masyarakat dan negara. Di sektor ekonomi dan keuangan, 

situasi pandemi memaksa pemerintah untuk melakukan revisi penghematan 

yang memangkas pagu belanja pemerintah dengan jumlah yang cukup 

signifikan. Sebagian besar Kementerian Negara/Lembaga telah memangkas 

anggaran belanjanya terutama belanja barang dan belanja modal. Hal ini 

tentunya berakibat pada berkurangnya porsi belanja di Tahun Anggaran 2020 

jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 (Atikah, 2020). 



3 

 

 

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan 

suatu program atau kegiatan. Sebelum merealisasikan suatu program kegiatan, 

sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari 

program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah 

maupun sektor swasta, anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau 

sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada 

lingkungan sektor pemerintah adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor 

swasta yang sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan. Pada sektor 

swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku 

pada sektor pemerintah, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan 

kepada publik untuk dievaluasi dan di perbaiki pada periode yang akan datang, 

sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan 

reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. 

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas dari adanya penggunaan dan 

pemanfaatan anggaran. Anggaran pemerintah berkaitan dengan proses 

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam 

satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat.  

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian 

pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang 

harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian 

mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk 

dibelanjakan. Anggaran sebagai alat perencanaan dibuat untuk merencanakan 

tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang 

dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah terebut 
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(Mardiasmo, 2018). Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran 

belanja daerah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan 

sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.  

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap 

perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. 

Salah satunya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Ponorogo. Ponorogo merupakan salah satu Kota/Kabupaten yang 

sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Dalam laman resmi BPS 

tercatat terjadinya penurunan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dibanding tahun 2019 yaitu dari 5,01% menjadi – 0,90%. PAD Kabupaten 

Ponorogo yang mayoritas bersumber dari sektor pariwisata, budaya dan kuliner 

sangat berpengaruh akibat pandemi. Perekonomian daerah di Kabupaten 

Ponorogo mengalami penurunan dan berdampak pula pada beban manajemen 

pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan 

kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 

Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu tersebut menjadi 

landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan kebijakan 

refocusing dan realokasi anggaran. 

APBD dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian 

Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat 

melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan 

pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran 
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yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan dengan 

baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD 

sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran 

kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak 

perekonomian (counter-cyclical) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja 

maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal 

sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro (macroeconomic management) 

dari sisi permintaan agregat (aggregate demand). Instrumen dalam penyesuaian 

fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo mengatur bagaimana 

penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk 

menghadapai perkembangan masalah pandemi Covid tersebut. 

Pe lrmasalahan dalam hal kelbijakan pelnganggaran yang te lrjadi pada 

Pe lmelrintah Daelrah di masa pandelmi melmbulat elfe lk ke ljult dalam pelnganggaran 

yang se lbe llulmnya te llah disulsuln dan dite ltapkan pada APBD Tahuln Anggaran 

2020. Kompone ln APBD baik itul Pe lnelrimaan, Be llanja, dan Pelmbiayaan telrke lna 

dampaknya dan me lnimbullkan sulatul masalah apabila tidak ditindaklanjulti se lcara 

celpat. Adapuln de ltail ke lbijakan yang dibulat olelh pe lmelrintah Kabulpateln 

Ponorogo yaitul mellakulkan pelrge lse lran APBD, pe lngulrangan be llanja dan 

pe lmbiayaan APBD 2020, yang diprioritaskan ulntulk alokasi bidang pe lnanganan 

Covid-19 se lpe lrti pe lnanganan bidang ke lse lhatan, pelnanganan dampak elkonomi 

masyarakat, dan pelrlindulngan sosial ataul social safelty nelt. 

Adanya de lse lntralisasi pada pelme lrintah daelrah dan tulntultan masyarakat 

akan transparansi dan akulntabilitas, maka pe lmelrintah haruls melnye lle lnggarakan 

siste lm pelnge llolaan kelulangan yang dapat melningkatkan e lkonomis, elfe lktif dan 
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e lfisieln kinelrja se lrta dilakulkan se lcara telrtib, taat pada pelratulran dan 

be lrtanggulngjawab. Program yang disulsuln be lrdasarkan anggaran kine lrja 

prioritas yang be lrkaitan elrat delngan visi, misi dan re lncana stratelgis yang ingin 

dicapai. Selhingga hasil (oultcomels) yang dicapai melncelrminkan visi, misi sulatul 

organisasi. Kompone ln anggaran be lrbasis kinelrja adalah indikator kinelrja, 

standar biaya dan pelngulkulran kine lrja. Ke ltiga hal telrse lbult melrulpakan alat yang 

digulnakan ulntulk me lnilai inpult, oultpult dan oultcomels sulatul program yang 

disulsuln be lrdasarkan kinelrja ulntulk melningkatkan elfe lktif dan elfisie ln kinelrja. 

Apabila elfe lktif dan elfisieln kinelrja tellah telrcapai maka akan telrcipta akulntabilitas 

kinelrja yang me lrulpakan visi dari se llulrulh organisasi se lktor pulblik. 

Hasil pe lne llitian yang dilakulkan olelh (Dieln e lt all., 2015) melne lmulkan 

bahwa kinelrja kelulangan pe lmelrintah daelrah belrpe lngarulh telrhadap elfelktif dan 

e lfisieln pelnggu lnaan anggaran kelulangan. Hal ini ditulnjulkkan bahwa selmakin 

e lfelktif dan elfisielnnya pe lnggulnaan anggaran dan bellanja daelrah maka kinelrja 

ke lulangan dae lrah puln se lmakin tinggi pe lningkatan kinelrjanya. Se ldangkan 

pe lnelliti yang lain me lne lmulkan bahwa kine lrja pelndapatan bellulm e lfe lktif hal ini 

telrlihat dari lelbih kelcilnya julmlah yang te lre lalisasikan delngan yang dianggarkan. 

Adapuln de lngan kine lrja be llanja pada pelmelrintah daelrah suldah e lfe lktif hal ini 

didulkulng de lngan ke lcilnya anggaran be llanja yang te lre lalisasi dari yang te llah 

dianggarkan. Se lhingga pe lmelrintah daelrah haru ls me llakulkan pe lnghe lmatan dan 

mellakulkan pelningkatan PAD dan diselrtai de lngan pe lnghe lmatan bellanja (Daling, 

2013). 

Laporan Anggaran Pe lndapatan dan Be llanja Daelrah haruls me lndapatkan 

pe lrse ltuljulan dari Delwan Pe lrwakilan Rakyat Dae lrah (DPRD) kare lna pada 
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dasarnya laporan kelulangan daelrah adalah bagian dari sistelm kelu langan Ne lgara. 

yang se ltiap tahulnnya tidak se llamanya anggaran yang dire lalisasikan melngalami 

ke lnaikan ataul pe lnulrulnan yang signifikan. Se lbagaimana pelne llitian Telnda elt all. 

(2014) me lnelmulkan bahwa relalisasi anggaran pelndapatan dan bellanja daelrah 

tidak telrjadi pelnulrulnan dan ke lnaikan yang siginifikan, khulsulsnya pada be llanja 

bantulan sosial, be llanja hibah, bellanja infrastrulktulr, jalan dan imigrasi. Telrjadi 

sulrpluls kare lna anggaran yang ditelrima lelbih belsar dari pada anggaran re lalisasi. 

Se lbaliknya ke lpala daelrah me lningkatkan dari relalisasi anggaran be llanja daelrah 

se lhingga dapat melningkatkan kinelrja kelulangan dae lrah yang dike llolanya. 

Pe lnge lndalian kelulangan sangat pe lnting dilakulkan olelh Ke lpala Pelme lrintah 

Dae lrah Kabulpate ln Ponorogo yaitul agar sulpaya anggaran be llanja yang di 

teltapkan dapat melmbiayai se lmula ke lbultulhan program yang dijalankan selrta 

re lalisasinya dapat selsulai de lngan anggaran yang dite ltapkan. Dalam Ulndang-

Ulndang No. 23 Tahuln 2014 dise lbultkan ulntulk pe llaksanaan kelwe lnangan 

Pe lmelrintah Daelrah, Pe lmelrintah Pulsat me lntransfelr dana belrulpa Dana Alokasi 

Ulmulm (DAUl), Dana Alokasi Khulsuls (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Pe lmelrintah Pulsat melngharapkan Pe lme lrintah Daelrah melnggulnakan dana 

transfelr se lcara e lfelktif dan e lfisieln ulntulk melningkatkan kulalitas dan kulantitas 

pe llayanan pu lblik di daelrah yang dise lrtai delngan pe lrtanggulngjawaban 

pe lnggulnaan dana dan melndorong pe lrtulmbulhan elkonomi. Disamping dana 

pe lrimbangan telrse lbult, Pe lmelrintah Daelrah melmpulnyai sulmbe lr pelndanaan 

se lndiri belrulpa PAD (Pe lndapatan Asli Daelrah), pelmbiayaan, dan pelndapatan 

lain-lain. Ke lbijakan pelnggulnaan se lmula dana diselrahkan se lmulanya ke lpada 

pe lmelrintah telrse lbult se lsulai delngan dana yang ada (Pangkey & Pinatik, 2015). 
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Pe lngulku lran tingkat elfe lktif dan elfisie ln laporan relalisasi anggaran 

pe lndapatan dan bellanja daelrah sangat pelnting ulntulk melnilai transparansi dan 

akulntabilitas pelmelrintah daelrah dalam melmanfaatkan anggaran kelulangan 

daelrah. Agar pe lmelrintah daelrah dapat melnulnjulkkan kelmampulan dalam 

melmbe llanjakan dan melrelalisasikan APBD se lcara elfelktif dan elfisieln. 

Anggaran Pe lndapatan dan bellanja daelrah pada hakelkatnya melrulpakan 

instrulmelnt kelbijakan yang sangat pe lnting yang digulnakan se lbagai alat ulntulk 

melningkatkan pe llayanan ulmulm dan ke lse ljahtelraan masyarakat daelrah. Ole lh 

karelna itul, pe lmelrintah daelrah haruls be lrulpaya se lcara transparan dan akulntabilitas 

dalam melningkatkan kinelrja gulna dapat melmanfaatkan Anggaran Pe lndapatan 

dan Be llanja Daelrah se lcara elfe lktif dan e lfisieln. E lfe lktifitas pada dasarnya 

be lrhulbulngan delngan pe lncapaian tuljulan ataul targe lt kelbijakan (hasil gulna). 

E lfelktifitas melrulpakan hulbulngan antara kellularan delngan tuljulan dan sasaran yang 

haruls dicapai. Ke lgiatan opelrasional dikatakan elfelktif apabila prosels ke lgiatan 

melncapai tuljulan dan sasaran akhir kelbijakan (spelnding wiselly). Indikator 

e lfelktifitas melnggambarkan jangkaulan akibat dan dampak (oultcomel) dari 

ke llularan (oultpult) program dalam melncapai tuljulan program (Rampelngan e lt all., 

2016). 

Se ldangkan pe lngulkulran e lfisielnsi dilakulkan delngan me lnggulnakan 

pe lrbandingan antara oulpult yang dihasilkan telrhadap inpult yang digulnakan (cost 

of oultpult). Prose ls ke lgiatan ope lrasional dapat dikatakan elfisie ln apabila sulatul 

produlk ataul hasil kelrja telrtelntu l dapat dicapai delngan pe lnggulnaan sulmbe lr daya 

dan dana yang se lre lndah – re lndahnya (spe lnding we lll) (Sumenge, 2013). Indikator 

e lfisielnsi melnggambarkan hulbulngan antara masulkan sulmbelr daya ole lh sulatul ulnit 
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organisasi (misalnya: staf, u lpah, biaya administratif) dan kellularan yang 

dihasilkan. Delngan de lmikian APBD me lrulpakan sarana ulntulk melnampulng 

be lrbagai ke lpelntingan pulblik yang diwuljuldkan mellaluli ke lgiatan dan program 

yang te llah mellaluli pelrulmulsan anggaran pe lndapatan dan bellanja daelrah yang 

manfaatnya haruls be lnar-be lnar akan dirasakan olelh masyarakat. 

Pe lne llitian ini dilakulkan pada Pelme lrintah Daelrah Kabulpateln Ponorogo 

karelna Pe lmelrintah Daelrah Kabulpate ln Ponorogo me lrulpakan salah satul 

pe lmelrintah daelrah yang te llah melnye lle lnggarakan otonomi daelrah, yang 

dibelrikan welwe lnang dan tanggulng jawab olelh pelmelrintah pulsat ulntulk 

melnge llola kelulangannya se lndiri dan ulntulk melnge ltahuli apakah Pelme lrintah 

Dae lrah Kabulpateln Ponorogo te llah melrelalisasikan Anggaran Pe lndapatan dan 

Be llanja Daelrah se lcara Elfelktif dan Elfisie ln(Pulspita e lt all., 2021). Disamping itul 

pe lnellitian telntang APBD pada Kabulpateln Ponorogo masih jarang dilakulkan 

olelh pe lne lliti-pe lnelliti selbe llulmnya. Hal inilah yang me lnjadikan pelnelliti 

telrmotivasi u lntulk dilakulkannya pelne llitian pada pelmelrintah Kabulpateln 

Ponorogo. 

Be lrdasarkan latar bellakang masalah yang diulraikan pada pe lmbahasan 

telrdahullul maka pelnelliti telrtarik ulntulk mellakulkan pelnellitian delngan juldull 

“Analisis Laporan Keuangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Sebelum dan Di Era Pandemi Covid 19 pada Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Be lrdasarkan latar bellakang yang te llah dibahas se lbellulmnya, maka rulmulsan 

masalah dalam pelnellitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Se ljaulh mana tingkat elfe lktifitas pellaksanaan Anggaran Be llanja Daelrah 

pada Pelme lrintah Daelrah Kabulpate ln Ponorogo se lbe llulm dan di elra 

pande lmic Covid-19? 

b. Se ljaulh mana tingkat efisiensi pellaksanaan Anggaran Be llanja Daelrah pada 

Pe lmelrintah Daelrah Kabu lpateln Ponorogo se lbe llulm dan di elra pandelmic 

Covid-19? 

c. Se ljaulh mana tingkat kemandirian pellaksanaan Anggaran Be llanja Daelrah 

pada Pelme lrintah Daelrah Kabulpate ln Ponorogo se lbe llulm dan di elra 

pande lmic Covid-19? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Be lrdasarkan rulmulsan masalah yang te llah diselbultkan, maka tuljulan 

pe lnellitian ini adalah ulntulk melnganalisis tingkat e lfelktifitas dan elfisielnsi 

Pe lmelrintah Daelrah Kabulpateln Ponorogo dalam melre lalisasikan Anggaran 

Be llanja Daelrah selbe llulm dan di elra pande lmic Covid-19. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapuln manfaat yang diharapkan dari pelne llitian ini adalah, selbagai belrikult: 

1.4.1 Manfaat Teloritis 

Pe lne llitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat telrhadap 

pe lnge lmbangan ilmul elkonomi pada ulmulmnya dan pada khulsulsnya ilmul 

akulntansi. Julga se lbagai sulmbe lr bacaan ataul re lfe lrelnsi yang dapat 

melmbe lrikan wawasan ilmul pelnge ltahulan dan selbagai sulmbelr informasi 

teloritis dan elmpiris kelpada pihak-pihak yang akan mellaku lkan pelne llitian 

yang be lrhulbulngan de lngan Re lalisasi Anggaran Be llanja Daelrah Pelme lrintah 

Dae lrah Kabulpateln Ponorogo. 



11 

 

 

1.4.2 Manfaat Praktisi 

a. Bagi Ulnive lrsitas 

Se lbagai tambahan informasi yang be lrmanfaat bagi pelmbaca selrta 

bahan relfe lre lnsi bagi pe lne lliti lain yang te lrtarik pada bidang kajian yang 

sama. 

b. Bagi Pelmelrintah Daelrah Kabulpateln Ponorogo 

Se lbagai tambahan bahan relfe lre lnsi dan bahan masulkan dalam 

melnganalisis kine lrja kelulangan pe lme lrintah dae lrah dan altelrnatif ulntulk 

melningkatkan pe lnge llolaan kelulangan dae lrah se lcara elfelktif dan e lfisieln 

de lmi telrcapainya ke lbe lrhasilan otonomi dae lrah. 

c. Bagi Pelnullis 

Me lnambah wawasan dan pelningkatan kapasitas pelnullis dalam bidang 

akulntansi selktor pulblik khulsulsnya te lntang kine lrja kelulangan pada 

pe lmelrintah daelrah, selrta ulntulk melmbandingkan te lori yang didapat dari 

stuldi kulliah delngan ke lnyataan yang se lbe lnarnya. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil pe lne llitian ini diharapkan dapat melmbe lrikan informasi yang 

be lrmanfaat kelpada masyarakat telntang kinelrja kelulangan dan tingkat 

re lalisasi anggaran pe lndapatan dan bellanja daelrah se lbagai be lntulk 

akulntabilitas dan transparansi pelnge llolaan dana masyarakat olelh 

pe lmelrintah daelrah. 

 

 

  


